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VISI MISI PROVINSI NTB

NTB GEMILANG
Aman dan Berkah
melalui perwujudan
Masyarakat Madani
yang beriman,
Berkarakter dan
Penegakan Hukum yang
berkeadilan

Aman dan Berkah
melalui perwujudan
Masyarakat Madani
yang beriman,
Berkarakter dan
Penegakan Hukum yang
berkeadilan

VISI
MISI
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NTB GEMILANG
Aman dan Berkah
melalui perwujudan
Masyarakat Madani
yang beriman,
Berkarakter dan
Penegakan Hukum yang
berkeadilan

Aman dan Berkah
melalui perwujudan
Masyarakat Madani
yang beriman,
Berkarakter dan
Penegakan Hukum yang
berkeadilan



TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASITINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYATAHUN SEBELUMNYA

1. Menindaklanjuti Perbandingan antara target
dan realisasi,realisasi kinerja serta capaian
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun lalu;

2. Menindaklanjuti penyebab
keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi;

3. Menyajikan langkah-langkah dalam rangka
meningkatkan kinerja organisasi.

Tindak lanjut
Rekomendasi

tahun
sebelumnya

1. Menindaklanjuti Perbandingan antara target
dan realisasi,realisasi kinerja serta capaian
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun lalu;

2. Menindaklanjuti penyebab
keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi;

3. Menyajikan langkah-langkah dalam rangka
meningkatkan kinerja organisasi.

Tindak lanjut
Rekomendasi

tahun
sebelumnya

Data DukungData Dukung
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Tertuang dalam LAKIPTertuang dalam LAKIP



PROGRES PERBAIKAN PENERAPAN SAKIP

a. Sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas
dan Penegakan Produk
Hukum Daerah.

b. Indikator Kinerja :
1. Persentase Produk

Hukum Daerah yang
terbentuk

2. Persentase Penanganan
Kasus-kasus Hukum

a. Sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas
dan Penegakan Produk
Hukum Daerah.

b. Indikator Kinerja :
1. Persentase Produk

Hukum Daerah yang
terbentuk

2. Persentase Penanganan
Kasus-kasus Hukum

a. SasaranStrategis:
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dibidang
FasilitasidanKoordinasiHukum.

b.IndikatorKinerja:
1. Persentase Produk Hukum

Daerah Provinsi yang
berkualitas;

2. Persentase Produk Hukum
Daerah Kab./Kota yang
berkualitas;

3. Persentase Perkara Litigasi yang
dimenangkan ditingkat
Pertama;

a. SasaranStrategis:
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dibidang
FasilitasidanKoordinasiHukum.

b.IndikatorKinerja:
1. Persentase Produk Hukum

Daerah Provinsi yang
berkualitas;

2. Persentase Produk Hukum
Daerah Kab./Kota yang
berkualitas;

3. Persentase Perkara Litigasi yang
dimenangkan ditingkat
Pertama;

PK ESLON IIPK ESLON II
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a. Sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas
dan Penegakan Produk
Hukum Daerah.

b. Indikator Kinerja :
1. Persentase Produk

Hukum Daerah yang
terbentuk

2. Persentase Penanganan
Kasus-kasus Hukum

a. Sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas
dan Penegakan Produk
Hukum Daerah.

b. Indikator Kinerja :
1. Persentase Produk

Hukum Daerah yang
terbentuk

2. Persentase Penanganan
Kasus-kasus Hukum

a. SasaranStrategis:
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dibidang
FasilitasidanKoordinasiHukum.

b.IndikatorKinerja:
1. Persentase Produk Hukum

Daerah Provinsi yang
berkualitas;

2. Persentase Produk Hukum
Daerah Kab./Kota yang
berkualitas;

3. Persentase Perkara Litigasi yang
dimenangkan ditingkat
Pertama;

a. SasaranStrategis:
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dibidang
FasilitasidanKoordinasiHukum.

b.IndikatorKinerja:
1. Persentase Produk Hukum

Daerah Provinsi yang
berkualitas;

2. Persentase Produk Hukum
Daerah Kab./Kota yang
berkualitas;

3. Persentase Perkara Litigasi yang
dimenangkan ditingkat
Pertama;

MenjadiMenjadi



PROGRES PERBAIKAN PENERAPAN SAKIP

a. Sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas
dan Penegakan Produk
Hukum Daerah.

b. Indikator Kinerja :
1. Persentase Produk

Hukum Daerah yang
terbentuk

2. Persentase Penanganan
Kasus-kasus Hukum

a. Sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas
dan Penegakan Produk
Hukum Daerah.

b. Indikator Kinerja :
1. Persentase Produk

Hukum Daerah yang
terbentuk

2. Persentase Penanganan
Kasus-kasus Hukum

a. SasaranStrategis:
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dibidang
FasilitasidanKoordinasiHukum.

b.IndikatorKinerja:
4. Persentase Perkara Litigasi yang

dimenangkan di tingkat Banding
5. Persentase Perkara Litigasi yang

dimenangkan di tingkat Kasasi;
6. Persentase Perkara Non Litigasi

dan HAM yang tidak Masuk
Pengadilan;

7. Jumlah Produk Hukum yang
diakses oleh Masyarakat di JDIH,
Media Sosial yang berkualitas.

a. SasaranStrategis:
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dibidang
FasilitasidanKoordinasiHukum.

b.IndikatorKinerja:
4. Persentase Perkara Litigasi yang

dimenangkan di tingkat Banding
5. Persentase Perkara Litigasi yang

dimenangkan di tingkat Kasasi;
6. Persentase Perkara Non Litigasi

dan HAM yang tidak Masuk
Pengadilan;

7. Jumlah Produk Hukum yang
diakses oleh Masyarakat di JDIH,
Media Sosial yang berkualitas.

PK ESLON IIPK ESLON II

Lanjutan…Lanjutan…
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a. Sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas
dan Penegakan Produk
Hukum Daerah.

b. Indikator Kinerja :
1. Persentase Produk

Hukum Daerah yang
terbentuk

2. Persentase Penanganan
Kasus-kasus Hukum

a. Sasaran strategis :
Meningkatnya kualitas
dan Penegakan Produk
Hukum Daerah.

b. Indikator Kinerja :
1. Persentase Produk

Hukum Daerah yang
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2. Persentase Penanganan
Kasus-kasus Hukum

a. SasaranStrategis:
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dibidang
FasilitasidanKoordinasiHukum.

b.IndikatorKinerja:
4. Persentase Perkara Litigasi yang

dimenangkan di tingkat Banding
5. Persentase Perkara Litigasi yang

dimenangkan di tingkat Kasasi;
6. Persentase Perkara Non Litigasi

dan HAM yang tidak Masuk
Pengadilan;

7. Jumlah Produk Hukum yang
diakses oleh Masyarakat di JDIH,
Media Sosial yang berkualitas.

a. SasaranStrategis:
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dibidang
FasilitasidanKoordinasiHukum.

b.IndikatorKinerja:
4. Persentase Perkara Litigasi yang

dimenangkan di tingkat Banding
5. Persentase Perkara Litigasi yang

dimenangkan di tingkat Kasasi;
6. Persentase Perkara Non Litigasi

dan HAM yang tidak Masuk
Pengadilan;

7. Jumlah Produk Hukum yang
diakses oleh Masyarakat di JDIH,
Media Sosial yang berkualitas.

MenjadiMenjadi

Data DukungData Dukung



PERUBAHAN STRATEGI AKIBAT PANDEMI COVID-19

Perubahan strategi atas pelaksanaan
Program/Kegiatan akibat Pandemi Covid-19
tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II.

PK BARUMenjadiMenjadi
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PK LAMA PK BARUMenjadiMenjadi



POHON KINERJA
(CASCADING KINERJA)

POHON KINERJAPOHON KINERJA
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POHON KINERJAPOHON KINERJA



DATA TERKAITDATA TERKAIT REFOCUSSINGREFOCUSSING ANGGARANANGGARAN

Selama Pandemi Covid-19, Anggaran T.A 2021 telah
beberapa kali dilakukan Refocussing, antara lain sebagai
berikut:

DATA
REFOCUSSING

DATA
REFOCUSSING

8

DATA
REFOCUSSING

DATA
REFOCUSSING



SEKIAN DAN
TERIMA KASIH

SEKIAN DAN
TERIMA KASIH

SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
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